GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : Kpts.159/11/2024

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang ! a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri\ - Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi "Nomor 11 tahur{
2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukén penyesuaian
nomenkelatur jabatan pelaksana.Aparatur,Sipil Negara pada
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Peta Jabatan Perangkat™-Daerah Dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau; Y, A Ve
Mengingat : 1. Undang-Undang':Nom/or}S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6,"Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo:; 55;\94);1 T e
2. Undﬂng—UhQanﬁ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor’244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
-~ Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
12014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
" sfrares Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
AT ‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

iy 8, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau

& : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

»

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20/20.Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477); v

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa;atur. Negara dan
Reformasi Birokr asi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan; ‘ .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk, Hukum ‘Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan 'Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah ' (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019  Nomor-157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisa Jabatan-dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara
Republik:Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

10. Perattyran Mpn’teri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan

__Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25

Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi

. Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

. " 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

Birokrasi Nomor 45 tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2024 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Dilingkungan Instasi Pemerintah;

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU ! Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

KEDUA ! Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempedomani Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.

KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada katum ‘Kesatu

sebaga.lmana tercantum dalam Lampiran Keputusan -Gubernur
ini,

~.. o

KEEMPAT  : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada D1ktu'n Kedua dan
Peta Jabatan sebagaimana dimaksud’ pada \Diktum Ketiga
merupakan pedoman Perangkat /Daerah untuk penataan
kepegawaian dan penerapan sistem kexja pada Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah Provinsi‘Riau.

~— A
A

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur mbmulax berlaku :
a. Keputusan Gubernur Rlau Nomor : Kpts. 7471/X1/2023
tentang Perubahan/ Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.

1891/XII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan
GubermyNomor pts. 978/V1/2022;

b. Keputusan Gubemur Riau Nomor : Kpts. 7472/XI1/2023
tentang Perubahan  Keputusan  Gubernur  Nomor:
Kpts 1892 /XI[/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernun omor: Kpts.1510/XI1/2021;

!c':‘. Kgputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7473/X1/2023
_ tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor:

.. Kpts.1512/X11/2021 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
" Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

. d. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7474 /XI1/2023

e tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor:

fan Kpts.1536/XI1/2021 tantang Analisa Jabatan, Analisa Beban

i Kerja dan Peta Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau;

e. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7475/X1/2023
tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.
985/V1/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor: Kpts.1542/XI1/2021;

f. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7621/X1/2023
tentang Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.979/VI/2022
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor:
Kpts.1509/XI11/2021;
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Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7622/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor:
Kpts.1511/XI1/2021 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Pendidikan Provinsi
Riau;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7623/XI1/2023
tentang  Perubahan Keputusan Gubernur  Nomor:
Kpts.980/V1/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Nomor: Kpts.1513/XI1/2021;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7624/XI1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor:
Kpts.1514/X11/2021 tentang Analisa Jabatan, Anahsa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas SosxaLErovmsx Rxau

Keputusan Gubernur Riau Nomor »: Kpts 7625/XI /2023
tentang  Perubahan Keputusan Gubemur Nomor:
Kpts.1893/XI1/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Nomor:Kpts.1515/ XII’/ 2021 -

Keputusan Gubernur Riau. Nomon ¢ Kpts 7626/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.
1516/XI11/2021 tentang\Anahsa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatanw.Pada  Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlmdungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Riau;

Keputusan"Gubernur Riau Nomor : Kpts.7627/X1/2023
tenta.ng(Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1895/XII/2022 “Tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubemur~l\\10mor Kpts. 1517/XI1/2021;

Keput}Ean Gubernur Riau Nomor : Kpts.7628/X1/2023
tentang”™Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.

'—""1518/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban

Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan

__Kehutanan Provinsi Riau;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7629/X1/2023
tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : KPTS.
981/V1/2022 Tentang perubahan atas keputusan gubernur
Nomor : KPTS. 1519/XI11/2021;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7630/XI/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1520/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi
Riau;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7631/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1521/XI1/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Komunikasi, Informasi
dan Statistik Provinsi Riau;
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Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7632/X1/2023
tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1896/XI1/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Nomor: Kpts. 1522/XI1/2021;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7633/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1523/XI1/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Riau;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7§3f1/XI/2023
tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1894/XI11/2022 Tentang Perubahan Atas--"Keputusan
Gubernur Nomor: Kpts. 1524 /XI11/2021; Oa

Keputusan Gubernur Riau Nomor -; Kpt$.7635/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan;'Gu/be;:nur Nomor : Kpts.
1525/XI11/2021 Tentang Analisa Jabatan,’ Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada “Dinas.-Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Riau; @ Y

2

&

L

ad

u. Keputusan Gubernur Rilaix,\l‘iah‘ior ¢ Kpts.7636/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1526/XI11/2021 Tentang , Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau; | oW

\

)

Keputusa.pﬁGlpﬁ:emur‘ Riau Nomor : Kpts.7637/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1527/X11/2021 "Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja da:h’tgeta.ﬂabatan Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau;

=

w. Ke;‘»i;tusa_xj" Gubernur Riau Nomor : Kpts.7638/XI/2023

_tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.
" ""1528/X11/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
(*‘ Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Perkebunan Provinsi

“ngtmXe  Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7639/X1/2023
tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.
1897/XI1/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Nomor: Kpts. 1529/X11/2021;

Wi

y. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7640/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1530/XI1/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Riau;

z. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7641/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1531/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Riau;
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aa.

ab.

ac.

ad.

ae.

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 7642/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1532/X11/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 7643/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1533/XI11/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 7644/XI/2023
tentang Perubahan Keputusan Gubemur Nomor . Kpts.
1899/X11/2022 Tentang Perubahan Atas "Keputusan
Gubernur Nomor: Kpts. 1534/XII/2021, -

Keputusan Gubernur Riau ,Nomor - Kpts 7645/X1/2023
tentang Analisa Jabatan, Anahsa Beban Kerja dan Peta
Jabatan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;

Keputusan Gubernur' \Rnau Nomor : Kpts.7646/X1/2023
tentang Perubahan Atas. Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1537/X11/2021 ;Tentang\Anallsa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabafan,APada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusxa\Provmsx Riau;
! if

Keputusa{n \Gubemur Riau Nomor : Kpts.7647/X1/2023
tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
982/VI/ 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor \P/pts 1538/X11/2021;

ag.

'Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7648/X1/2023

tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.

-, 984/V1/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur

Nomor : Kpts. 1539/XI11/2021;

. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7649/XI/2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1540/XII1/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Pada Badan Penghubung Provinsi
Riau;

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7650/X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.
1541/XI1/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Bersifat
Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pada
Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
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). Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7651 /X1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor @ Kpts,
1543/XI1/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Bersifat

Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pada Dinas
Kesehatan Provinsi Riau.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
atanggal 1 Februari 2024
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 159/11/2024
TANGGAL: 1 Februari 2024
PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
A.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIS DAERAH PROYINSI RIAU

KELAS (16]
JABATAN FUNGSIONAL KELAS| B | K |+/-
STAF AHLI GUBERNUR
ANALIS KEBIWAKAN MADYA 12 |1|1]o
JUMLAH 1fl1]o
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN
HUKUM, POLITIK, KEMASYARAKATAN DAN INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR.
SUMBER DAYA MANUSIA
KELAS (14) KELAS (14) KELAS [14)
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KELAS (15) KELAS (15) KELAS (15)
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KEPALA BIRO PEREKONOMIAN 'KEPALA BIRO ORGANISASI

= DAERAH B B

KELAS (14) KELAS (14) KELAS (14)

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN

| | KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JASA | | KEPALA BIRO UMUM

KELAS (14) KELAS (14) KELAS (14)
ﬁ KEPALA BIRO HUKUM KEPALA BIRO ADMINISTRAS! PEMBANGUNAN KEPALA BIRO ADMINISTRAS! PIMPINAN

KELAS (14} KELAS (14) KELAS (14)
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V. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

KEPALA

ey
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI R

KELAS (15)

|

JABATAN FUNGSIONAL

ARALIS AKUAKULTUR ANLI MADYA

Jamasss JASA KELAUTAN DAN AMU MADYA

JARALS PASAR MASIL PERIKARAN ANU MADYA

PEMBINA MUTU MASIL KELAUTAX DA PERIKANAN AHU MADYA

| FERGELOU KESEHATAN IKAN AHLI MADYA

PERGELOLA EXOSISTEM LAUT DAN FESISIR AL MADYA

KEPALA SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAZRAN

KELOMPOK JABATAX FUNGSIORAL

PERGELOLA PROOUKS! PERTKANAN TANGKAP AL MADYA KELAS W) KELAS ()

| FERGAWAS PERIKARAN AML! MADYA

| PERTDRCANA AML MADYA

| AFSIPasIS ANL MADYA

JumLAK
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANO KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDA' PERIKANAN TANGRAP PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKARAN KELAUTAN DAN PENGAWASAN
KELAS (1 KELAS (1) KELAS (1)) KELAS (
_l. KELOMPOK JABATAN FPUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN PUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL —rl KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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V.1. PETA JABATAN SEKRETARIAT

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
KELAS (15)
SEKRETARIS
KELAS (12)
KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBSBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KELAS (9) KELAS (9)
JABATAN FUNGSIONAL kewms| B | k | +/- _l JABATAN PELAKSANA xewas| B | k | +/- [ JABATAN FUNGSIONAL kewas| B | k | +/-
ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA| 8 Jo|1]A TN TEINS KEBLIAKAN 7 71 7 la ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA 10 |1]1]o
ARSIPARIS AHLI PERTAMA 8 1|2 ]|a PERENCANA AHLI MUDA 10 |2|2]o
ARSIPARIS PENYELIA s |o|1]a PENGOLAH'DATA'DAN INFORMASL LA G R K ARSIPARIS AHLI MUDA 9 1 2]
ARSIPARIS MAHIR 7 o1 ]| PENGADMINISTRASE PRREANTORAN s wll 2] PERENCANA AHLI PERTAMA 8 o|3]|-s
ARSIPARIS TERAMPIL 6 |o|1]|A JUMLAH 4|8 |
JUMLAH 12 |14 -2
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 8 |o|2|-=2
PRANATA KOMPUTER PENYELIA 8 ol2|-2 ] JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/-
PRANATA KOMPUTER MAHIR 7 o|2]-2
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 6 o1 ] PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 26| «
JUMLAH 3 |12
1] PENGADMINISTRAST PERKANTORAN H 1|32
JUMLAH alo|s
JABATAN PELAKSANA Kewas| B | K |+/-
PENELAAH TEKNIS KEBWAKAN 7 4l4]o
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 2|42 L
3 CuSUES (a8
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 (4] 3 -3 r( : r
JUMLAH 6 |u|-s
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V.2. PETA JABATAN BIDANG

KEPALA

DINAS KELAUTAN DAX PERIKANAN PROVINSI RIAU

KELAS (15)

I

KEPALA BIDANG
PERIKANAX TANGRAP

JABATAN FUNGSIONAL KBS L]

| PENGELOLA PRODUKS! PERIKARAN TANGKAP

AMU MUDA

PENGELOLA PRODUKS! PERIKANAN TANGKAP
AU PERTAMA

JABATAN FUNGSIONAL KELAS

ARALLS PASAR HASIL PERIKANAN ANLI MUDA

[PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAX
[PERTKANAN ANLI MUDA

MAN

PENELAAK TEXNIS KEBLIAKAN

PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERTKANAN
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PENELAAH TEKNIS KEBLIAKAN
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OPERATOR LAYANAN OFERASIONAL

UMLK
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V.3. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BUDIDAYA PERIKANAN

KEPALA

UNTT PELAKSANA TEXNIS (UPT) BUDIDAYA PERIKANAN

KELAS (11)

ANALIS AKUAKULTUR AMLI PERTAMA

I TIAOCS AKUAKULTUR PENYELIA

TS AKUAKULTUR MAHIR

ITEAOCS AKUAKUILTUR TERAMPIL

TR0 AUAKULTUR PEMULA

JUMIAH

1 JABATAN PELAKSANA

PINEL AH TEOCS KEBLIAYAN

PENGELLA LAY ANAN KELAUTAN DAN PERIEANAN

JUMIAH

— JABATAN PELAKSANA

PENELAAH TEKNIS KEBLJAKAN

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JUMLAH
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V.4. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

KEPALA

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

KELAS (11)

KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELAS (8)

KEPALA SEKSI
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

KEPALA SEKSI
PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

JABATAN PELAKSANA

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

KELAS (9) KELAS (9)
JABATAN PELAKSANA K | +/- JABATAN PELAKSANA KELAS
PENELAAH TEKNIS KEBLJAKAN 6 -5 PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN 7
OPERATOR LABORATURTUM 3 -3 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 7

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

JUMLAH

JUMLAH
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V.5. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELABUHAN PERIKANAN

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELABUHAN PERIKANAN

KELAS (11)

KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELAS (8)

KEPALA SEKSI
PELAYANAN USAHA PERIKANAN

KEPALA SEKSI
TATA OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN

JABATAN PELAKSANA

+/-

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH

KELAS (9] KELAS (9)
JABATAN FUNGSIONAL KELAS - JABATAN PELAKSANA keus| B
ASISTEN PENGELOLA PRODUKS! PERIKANAN TANGKAP B P e 7 1.
I TERAMPIL
JUMLAN =1 PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6 |o
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s |o
JABATAN PELAKSANA KELAS +-
JUMLAH 1
PENELAAH TEKNIS KEBLIAKAN 7 a1

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH
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V.6. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH I

KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELAS (8]

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN
WILAYAH [
KELAS (11)
JABATAN FUNGSIONAL KELAS +/-
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA 10 -1
JUMLAH -1
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

JABATAN PELAKSANA

KELAS (9)

KELAS (9)

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

JABATAN PELAKSANA

+/-

PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NAHKODA KAPAL KELAS V

JABATAN FUNGSIONAL

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH

PENGAWAS PERIKANAN MAHIR

PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL

JUMLAH

KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JABATAN PELAKSANA

JUMLAH

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

V.7. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH II

KEPALA

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN

WILAYAH 1

KELAS (11)

JABATAN FUNGSIONAL

+/-

PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA

10

JUMLAH

[

KEPALA SUBBAGIAN

KEPALA SEKSI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA SEKSI

KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELAS (9)

KELAS (9]

JABATAN PELAKSANA

+/-

PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NAHKODA KAPAL KELAS V

JABATAN FUNGSIONAL

TATA USAHA
KELAS (8)
JABATAN PELAKSANA B | x|+
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL of|1]a
PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN 1211
JUMLAH 1|s]-2

PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA

PENGAWAS PERIKANAN MAHIR

PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL

JUMLAH

KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V

PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN

JABATAN PELAKSANA

JUMLAH

PENELAAH TEKNIS KEBLJAKAN

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

V.8. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH III

KEPALA

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN

WILAYAH 1Nl

KELAS (11)

JABATAN FUNGSIONAL

KELAS

+/-

PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA

JUMLAH

_

KEPALA SEKSI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA SEKSI

KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELAS (9)

KELAS (9)

JABATAN PELAKSANA

KELAS

+/-

PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JABATAN FUNGSIONAL

+/-

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGAWAS PERIKANAN AHL! PERTAMA

PENGOLAH DATA DAN INFORMAS1

PENGAWAS PERIKANAN MAHIR

NAHKODA KAPAL KELAS V

PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL

KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V

JUMLAH

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JABATAN PELAKSANA

JUMLAH

PENELAAH TEKNIS KEBLJAKAN
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PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN

JUMLAH
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AJ.2. PETA JABATAN SUBBIDANG PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

KEPALA
BADAN PENGHUBUNG
KELAS (12)
KEPALA SUBSIDANG KEPALA SUBEIDANG KEPALA SUZZ0ASG
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JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA B JABATAN FUSGSIONAL
PENZIAAH TEXNTS KESLIAZAN PENELAAH TEENIS KEBLAKAN PRANATA EUMAS AHLI PERTAMA

FASLITATOR PERDAGANGAN

[FPASILITATOR PERDAGANGAN

PENCOLAT DATA DAN [NFO2MAST

PENCOLAH DATA DAN INFORMAST
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EDY NASUTION—

o

Dipindai dengan CamScanner
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